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r\rl el Segala sesuatu yarg menurut
/1L ki dapat menjadl penaukung (aapat
f/’ m///k/) figk aan kewajiban.

ang dapat dikategorikan sebagai Subjek
= Hukum adalah Manusia (Natuuriijk
persoon) dan Badan Hukum (Rechts
DPErsoon)
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Aeelgiifsetiap erang Kang mempunyal’ kedudukan yang samal selaku
PENEDUNG hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orangl sebagai
SHBJEIURIMIdimulai’sejak lahir hingga mening%al dunia. Namun
eeeipPEngectialian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi dyang
figsiiifadarditdalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan

IEnjadirsubjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti

_ BGialaminal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan

= meninggalidunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah
== == 9(da, seningda ia bukan termasuk subjek Hukum
= 8" Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek
hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum
(Personae miserabile) yaitu :

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum
menikah.

2. Oranc_?(yang berada dalam pengampuan (curatele) yaitu orang
yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan Isteri yang tunduk
pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut olenh SEMA No.3/1963




Subjel

A alrstatul perkumpulan atau lembaga yang
dibliatteleh hukum dan mempunyai tujuan
iertenty, Sebagai subjek hukum, badan hukum

BemplUnyai syarat-syarat yang telah ditentukan

= ﬂ-wﬁleh hukum yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan)

1. Memiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaan
anggotanya.

2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah
dari hak dan kewajiban para anggotanya.




HUKUm,

Seiclain) mltl<tlng terbagl atas dua macam:

JJ dan iHUKUm Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan

FJF

pRBadan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi
= __rj’ IEfRLaIn.

= \daiempat teori yg digunakan sebagai syarat badan
j__-?ukum untuk menjadi'subyek hukum. Yaitu :

= 1. Teori Fictie
2. Teori Kekayaan Bertujuan
3. Teori Pemilikan
4. Teori Organ




OIJERE Ukumy,

AGEIEIiNSETala sesuatu \Vang bermantaat pagi
Siibjekhiukum dan dapat menjadi objek dalam
SHigbUNIUbUngan Aukum.

> ("s Hukum berupa benda atau barang
= taupun ak yang dapat dimiliki dan bernilai
= "*ekonomls

= Papat dibedakan antara lain :
- Benda berwujud dan tidak berwujud
- Benda bergerak dan tidak bergerak
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Naradaiiikewajiban serta Kewenandan aalampss
Flul<uirg) - —

PNIGERISEOaNAPLUN Manusia yangdl tidak mempunyal
pekpLetapitkonsekwensinya bahwai orang lain pun
me’ Niiktak yang sama dendannya. Jadi hak pada
piekeyang satul berakibat timbulnya kewajiban pada

— pi 12k yang lain.

__-:.:-“'B“fUntuk ter]adlnya “hak dan kewajiban”, diperlukan

= suatu “peristiwa”“ yang oleh hukum dlhubungkan
sepagall suatu akibat. Artinya, hak seseorang
terhiadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya
kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan
tidak boleh mengganggu hak tersebut.




SAR

S Gic e EREorI dalamimUTnukim UntUk menjelaskan
EPERadaan FHak, yaitu';

IIEor Kepentingan (Belangen Theorie), dianut
lelirven Jhering, yang berpendapat “hak itu

B SEslgtl Yang penting bagi seseorang yg dilindungi
*:1":'_-‘.?’31eh Aukum, atau suatu kepentingan yg terlindungi”.

~Jreori ini dlbantah oleh Utrecht, menurutnya “hukum

[tU-memang mempunyai tugas melindungi
kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak
poleh mengacaukan antara hak dan kepentingan.
Karena hukum sering melindungi kepentingan
dengan tidak memberikan hak kepada yang

bersangkutan”.




FIAIS '

ZIEBINKENERdak (WilSmacht Theorie), hak adalah
EeheEndakyang diperlengkapi' dengan kekuatan dan
dibERreIEN| tatal tertib hukum kepada seseorang.
Pianutolen Bernhard Winscheid. Berdasarkan

EEREndak sesorang dapat memiliki rumah, mobil,

= ianah, dil. Sedangkan anak dibawah umur atau

—  orang gila tidak dapat beri hak, karena belum
menyatakan kehendaknya.Teori ini dibantah oleh
Utrecht, menurutnya walaupun dibawah
pengampuan mereka tetap dapat memiliki mobil,
rumah, dsb. Namun, yg menjalankan adalah wali

atau kuratornya.




peideapat timbul pada subjek hukum d_s,ebabkan.....-
JICINDEDEaPa hal DERKUL :

SNAGIETy2rStpjex MuKUm: vart, bark oran_g maupun
iGNk

SMiEradi perjanjian yg disepakati oleh paras pihak

BValmelakukan perjanjian.

e Er]adl kerugian yg diderita oleh seseorang
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= Skibat kesalahan atau kelalaian orang lain.

- 8 Karena seseorang telah melakukan kewajiban yg
merupakan syarat memperoleh hak.

® Jerjadinya daluarsa (verjaring)




peplisiiya suatu hak menurut hukum dgpat
rh:er Paldikan eleh empatial yaitu':

> Agziolle pemegang hak meninggal dunia dan
iEEeada pengganti ataur ahli waris yang
aIklIgyuksvaik oleh pemegang hak maupun
njuk oleh hukum.

=] Mesa perlakunya hak telah habis dan tidak dapat
i = 'dlperpanjang lagi.

~ o Jielah diterimanya suatu benda yang menjadi
objek hak.

e Karena daluarsa (verjaring)




SRNEWE]IDEN sesugguhnya merufoakan
9Ewen), Vg diberikan oleh hukum kepada
SUBjEK hukum. Kewajiban dalam iimu

3 kUM menurut Curzon dibedakan

iban Mutlak dan Kewajiban Nisbi
iban Publik dan Kewajiban Perdata
iban Positif dan Kewajiban Negatif
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sEiigeEn timbulnya suatu Kewajiban, c_usebabkan.....-

— st

olem alsebagdall Derkuts:

o Erenke dlperoleh suatu nakyang membebani
EVeratiuntuk memenuhi' kewajiban.

SEETdasarkan suatu perjanjian yang telah
ISEPEKAL.
SPAdanya kesalahan atau kelalaian seseorang yg

‘f’menlmbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga
~Ia Wajibrmembayar ganti rugi.

- 8 Karena telah menikmati hak tertentu yg harus

diimbangi dengan kewajiban tertentu.
® Karena daluarsa (verjaring) contoh denda




’h‘
Neplishya suatu Kewajiban karena hal-nalfseinaagins
el - —

NereaNmeEnggalnya orang yarmempunyal kewajlban
'rfmg« 2ol peng%antmya baik ahlifwaris maupun orang
gireicalirbadan hukumiyang ditunjuk oleh hukum.

Yieserverlakinyal telahrhabis dan tidak diperpanjang.
,}fc ajibani telah dipenuhi' oleh yang bersangkutan.
“Hakyag melahirkan kewajiban telah dihapus
-;f‘ *Daluarsa (verjaring) extinctief.
= e Ketentuan undang-undang.

= I(ewajlban telah beralih atau dialihkan kepada orang
ain

® Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia,
sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban itu.
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EESHIWAT Hukuim

AWigisenita keJadlan dtalifakta yang terJadl dalam
'mme Masyarakat yang memgunyal akibat hukum.
@ orr teht, Perkawinan, Juall beli, ds

y tlwa AUKUMm dlbedakan menjadi :

I Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum,
,_- sUatu peristiwa hukum yang terjadi akibat
= S ‘frferbuatan Aukum, contohnya pembuatan wasiat, hibah.

= 2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum
ataul peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum
yang terjadi dalam masyarakat Y(g bukan merupakan
akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya,
kelahiran, kematian.
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per; Jatan dan AKiDatsE KUM=

SRPETUatan UK adalah Setiap perbuatan atau tindakan
S( Jf htkum ygl mempunyai akibat hukum, dan akibat
NN memang dikehendaki oleh subyek hukum.

l.: Inya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb.

buatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu :

%_ Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan
“hukum yg dilakukan oleh satu plhak saja, misalnya
pemberian wasiat, pengakuan anak, dsb.

2.. Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan
hukum ygi dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya
PEerjanjian.
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Asat atkums

SVAdeIEhlakibat yg diberikan olehihukum atas suatu

DeriStiz mmiat-auqaerbuat-an-daﬁ-subjek RUkumAda
I‘UrJ JENIS akildat nUKUM), yaitu'

AGBeEhtkum berupal /ahimya, berubahnya, /enyapnﬁa
SUEIeaaaarn. ukum. tertenty. Misalnya: Usia 21 tahun
mek i@ statu keadaan hukum baru dari tidak cakap
PEINEak menjadi cakap bertindak. Atau Orang dewasa

S divawahi pengampuan, melenyapkan kecakapan
;_3 dalam tindakan hukum.

e
"
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s Akibat hukum berupa /ahirnya, berubahnya, atau
lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya :
sejak Kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka
melahirkan hubun?an hukum baru, yaitu utang- plutang
Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan
penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah
atau Lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara
mereka




Avat Hukum, ~ -

SR Abat hukum berupalsanksi, yang tidak dikehendaki oleh

SlibjEkshukumnSanksivdarinsuaturakibathukum berdasarkan
PEEEN apangan hukinm, aibedakan menjadit:

Sa iksi Hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal
_IJ KngHhP V@ berupa Hukuman Pokok dan Hukuman
iambaan

25 ‘ank5| Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas :

2. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
e .___(onrechtmatlgedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer,

- ——

=== adalahisuatu perbuatan seseorang yg mengakibatkan

- kerugian terhadap Kg sebelumnya tidak diperjanjikan,
: ~sehingga Ia diwajibkan mengganti kerugian.

b. Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366
KUHPer, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak
melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau
tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehmgga ia
dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama
keuntungan yg dpt diperoleh atas lewatnya batas waktu.




KS[ dari-aspek sosiologis

m; Garilaspek 505|0I0|s merupakan PErsetujuan atau
clr) tarplelclzio gelaldl INVGrerdirnraanSanksi
Jr dan Sanksi'Negatif. Sanksi Positi misalnya pemberian
dljesa karenal prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan
g PERjara kepadal seseorang karena perbuatan pidana
Smelawan Hukum.

gl k5| Negatif dalam arti luas terdiri :
e ,_-— S8 Pemulihan Keadaan
E = 2. Pemenuhan Keadaan
= 3. Penjatuhan Hukuman
~ o Hukuman dalam arti luas dibedakan :
1. Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian
2. Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan Izin Usaha

3. Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu
hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moril
atau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan
hak-hak tertentu.
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Paillatan Melawan Huktm

( OIIEC tmatigedaad)

PUnfUSElR] Pengertlan dan Pelaksanaan Perbuatan
VElawan Hukumi sebelum 1919 dan sesudah 1919
(r\rr- iHogeraad) 19 Desember 1919, adalahi sebagai
ﬁ Ut
Sebeltum 1919; perbuatan melawan hukum terjadi,
= apabila erbuatan; itu bertentangan dengan hukum
:%“rtulls UU) hanya dalam hal :

— 1. melanggar hak orang lain yg diakui UU, atau
melanggar ketentuan hukum tertulis saja.

2. bertentangan dengan kewaﬂlban hukum si pelaku,
misalnya tidak memberi pertolongan terhadap seseorang
korban kecelakaan, padahal mengetahui kejadian
kecelakaan.
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REliekan Melawan Hukum
OIEcHtmatigedaau)

SESEsatanun 1919 vaitursetelah keltarnyar Arrest
Puilisan) Hogeraad (MA) Belanda, pada tanggal 31
DESEMBER 1919, memutuskan bahwa Suatu perbuatan
] golongkan melawan hukum apabila :

2 | Setlap perbuatan atau kealpaan yg menimbulkan
ﬂ -epelanggaran terhadap orang lain, atau bertentangan
— @dengani kewajiban hukum si pelaku

2. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun
terhadap kesaksamaaan yg layak dalam pergaulan
masyarakat terhadap orang lain, atau benda milik
orang lain.

—-




lerima Kasin

Ada pertanyaan?




